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Abstract: The territorial authority of notaries in Indonesia is regulated in Law No. 

30 of 2004 concerning Notary Positions, as amended by Law No. 2 of 2014. This 

territorial limitation aims to ensure that the deeds made by notaries have valid 

evidentiary power and do not exceed the granted authority. However, the practice of 

making deeds outside the territorial jurisdiction still occurs, leading to legal issues 

regarding the validity and legal certainty of such deeds. This study aims to analyze the 

legal responsibility of notaries who create deeds outside their territorial jurisdiction and 

the implications that arise from such actions. The research employs a normative legal 

method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that making 

a deed outside the designated jurisdiction may be considered ultra vires, resulting in 

the deed losing its authentic nature and being inadmissible as legal evidence in court. 

Additionally, notaries may face civil, administrative, and professional ethical 

sanctions. This study emphasizes the importance of strict supervision over notarial 

jurisdiction to maintain the integrity of the profession and protect the legal rights of the 

public. In conclusion, the regulation of territorial authority for notaries must be 

enforced rigorously to ensure legal certainty and prevent harm to the parties involved. 
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PENDAHULUAN 
Kepastian hukum (rechtszekerheid) merupakan salah satu asas fundamental dalam tata 

hukum Indonesia dan merupakan bagian integral dari negara hukum (rechtstaat). Dalam 

perspektif ilmu hukum, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan 
secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan kepada warga negara 

terhadap tindakan sewenang-wenang (Jimly Asshiddiqie, 2006). Asas kepastian hukum 
meliputi kepastian mengenai penyelenggara kekuasaan, ketentuan peraturan, prosedur 

hukum, serta pelaksanaan jabatan publik. Salah satu jabatan publik yang memiliki kaitan 
erat dengan asas ini adalah jabatan notaris. 

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk 
membuat akta autentik. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum (openbare ambtenaar) 

tidak hanya menempatkannya sebagai penyedia layanan hukum bagi masyarakat, tetapi 

juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam menciptakan tertib administrasi dan 
perlindungan hukum terhadap setiap tindakan hukum perdata (Habib Adjie, 2008). Akta 

autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang 
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dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum 
yang berwenang untuk itu. 

Karena akta notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum, maka setiap unsur 
kewenangan yang melekat pada jabatan notaris harus dipatuhi secara ketat. 
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan formil maupun materiil dapat berimplikasi pada cacat 

hukumnya akta, kehilangan sifat autentik, atau bahkan gugur demi hukum (R. Subekti, 
2001). Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang telah 

menandatangani akta, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang 
merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris. 

Salah satu isu yang sering muncul dalam praktik kenotariatan dan memerlukan 
perhatian serius adalah pembuatan akta di luar wilayah kerja notaris. Isu ini sangat penting 

karena menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan mengenai wilayah kerja notaris diatur dengan jelas dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian mengalami perubahan 

melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada Pasal 18 ayat (1) UUJN, ditegaskan 
bahwa "Notaris mempunyai wilayah jabatan yang meliputi satu provinsi." Ketentuan ini 

memberikan batasan yang jelas bahwa notaris hanya berwenang untuk melakukan segala 
tindakan yang terkait dengan jabatannya dalam wilayah provinsi yang telah ditetapkan. 

Hal ini juga mencerminkan prinsip keterbatasan kewenangan yang melekat pada setiap 
jabatan, termasuk jabatan notaris. 

Pembuatan akta di luar wilayah kerja notaris ini dapat dianggap sebagai tindakan 

yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, yang dalam istilah hukum 
dikenal dengan sebutan ultra vires. Tindakan ultra vires ini berpotensi menimbulkan 

berbagai konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindarkan. Misalnya, akta yang dibuat di 
luar wilayah kerja dapat dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku, yang tentunya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam 
pembuatan akta tersebut. Selain itu, pelanggaran terhadap batas kewenangan ini dapat 
menimbulkan masalah terkait validitas dan keabsahan akta, yang berimplikasi pada 

masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, penting bagi setiap notaris untuk 
selalu mematuhi ketentuan mengenai wilayah kerjanya agar tidak terjerat dalam 

permasalahan hukum yang merugikan. 
Selain aspek hukum yang terkandung dalam ketentuan mengenai wilayah kerja 

notaris, juga perlu diperhatikan bahwa pengawasan terhadap praktik kenotariatan di 
Indonesia semakin ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang 
dilakukan oleh notaris selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ada. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, 
tetapi juga oleh organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang memiliki 

peran penting dalam menjaga integritas profesi notaris. Oleh karena itu, pemahaman dan 

penerapan yang tepat atas kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya menjadi 

sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat 
berdampak pada citra profesi notaris secara keseluruhan. 

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris telah secara tegas membatasi wilayah 

kewenangan notaris hanya dalam satu provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU 
Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014, norma hukum tersebut 

menimbulkan persoalan yuridis ketika dikaitkan dengan keabsahan akta yang dibuat di 
luar batas kewenangan teritorial. Secara normatif, tindakan notaris yang melampaui 

wilayah jabatan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (ultra vires) yang 
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berpotensi menghilangkan sifat autentik suatu akta serta menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi para pihak (A. G. Kartasapoetra, 2012). 

Fenomena pembuatan akta di luar wilayah kerja tidak dapat dianggap sebagai kasus 
sederhana atau sekadar pelanggaran administratif. Tindakan tersebut berkaitan erat 
dengan integritas profesi dan bertentangan dengan prinsip utama jabatan notaris, yaitu 

memberikan jaminan kepastian hukum. Ketika notaris membuat akta di luar wilayah yang 
ditentukan, maka akta tersebut tidak memenuhi unsur formil pembuatan akta autentik. 

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akta tersebut dapat dianggap sebagai akta yang 
kehilangan sifat autentiknya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. 

Selain itu, tindakan notaris yang melampaui kewenangan dapat dikenai sanksi etik 
oleh Majelis Pengawas Notaris, sanksi administratif oleh Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, bahkan sanksi perdata apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi para 

pihak. Dalam situasi tertentu, jika ditemukan adanya niat atau unsur pidana, notaris dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Permasalahan mengenai pembuatan akta oleh notaris di luar wilayah jabatan bukan 
sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan persoalan hukum yang berkaitan 

langsung dengan keabsahan akta autentik dan pertanggungjawaban pejabat umum. Dari 
sudut pandang hukum normatif, perlu dianalisis apakah akta yang dibuat oleh notaris 

tanpa kewenangan teritorial tetap dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik serta 
bagaimana konsekuensi yuridis yang timbul terhadap notaris sebagai pejabat umum yang 
melanggar batas kewenangannya. 

Secara yuridis, pembuatan akta oleh pejabat yang tidak berwenang secara teritorial 
bertentangan dengan asas legalitas dan asas kompetensi pejabat publik. Setiap kewenangan 

harus bersumber pada peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dalam batas yang 
ditentukan. Pelanggaran terhadap batas kewenangan tersebut menyebabkan tindakan 

hukum yang dilakukan kehilangan dasar legitimasi hukumnya (onbevoegdheid). 

Akta yang dibuat oleh notaris di luar wilayah kewenangan teritorialnya berpotensi 
kehilangan sifat autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata karena 

tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Kondisi ini 
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kekuatan pembuktian akta serta membuka 

peluang sengketa hukum di kemudian hari, khususnya apabila keabsahan akta tersebut 
diuji di hadapan pengadilan. 

Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 
berdampak luas pada perlindungan hukum masyarakat, kepercayaan publik terhadap 
profesi notaris, serta integritas lembaga kenotariatan. Berdasarkan uraian tersebut, 

terdapat permasalahan hukum yang perlu dikaji secara normatif mengenai hubungan 
antara kewenangan teritorial notaris, keabsahan akta autentik, dan pertanggungjawaban 

hukum notaris. Kajian ini menjadi penting untuk menegaskan batas-batas kewenangan 

notaris sebagai pejabat umum serta memberikan kepastian hukum mengenai status akta 

yang dibuat di luar wilayah jabatan. 
Salah satu landasan penting dalam menilai kewenangan notaris adalah konsep 

pejabat umum. Menurut doktrin klasik, pejabat umum adalah individu yang diberi mandat 

oleh negara untuk melaksanakan kewenangan tertentu demi terselenggaranya fungsi 
negara dalam bidang administrasi publik, termasuk pembuatan dokumen hukum yang 

mengikat secara formal (Philipus M. Hadjon, 2007). Dengan kedudukan tersebut, 
tindakan notaris memiliki karakter publik dan mengikat secara hukum, sehingga batas 

kewenangan harus ditentukan secara tegas demi menghindari kesewenang-wenangan. 
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Sebagai pejabat umum, notaris mendapatkan delegated authority dari negara melalui 

peraturan perundang-undangan. Konsep delegasi ini mengandung prinsip, bahwa 

kewenangan hanya dapat digunakan sepanjang diberikan oleh undang-undang. Dalam 
doktrin hukum administrasi, penggunaan kewenangan harus memenuhi tiga asas utama: 

1. Asas Legalitas, kewenangan harus terikat pada undang-undang. 

2. Asas Proporsionalitas, kewenangan digunakan seimbang tidak berlebihan. 

3. Asas Kompetensi Teritorial, kewenangan hanya berlaku dalam wilayah tertentu. 
Asas kompetensi teritorial ini merupakan prinsip dasar yang secara langsung 

mengatur wilayah kerja notaris, memberikan batasan yang jelas tentang di mana seorang 
notaris memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, notaris 

hanya dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik dalam 
wilayah hukum yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini adalah wilayah provinsi tempat 

notaris tersebut berpraktik. Ketentuan ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap 
tindakan yang dilakukan oleh notaris sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta 
untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris itu sendiri. 

Jika seorang notaris melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja yang ditentukan, 
maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai melampaui kewenangan yang diberikan 

kepadanya, yang dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan detournement de pouvoir atau 

penyalahgunaan kewenangan. Detournement de pouvoir mengacu pada penggunaan 

kewenangan untuk tujuan yang tidak sah atau di luar tujuan yang telah ditetapkan oleh 
hukum. Dalam konteks ini, jika notaris membuat akta di luar wilayah kerjanya, ia tidak 

hanya melanggar ketentuan yang ada, tetapi juga bertindak di luar batas kewenangan yang 
diberikan oleh hukum, yang bisa berakibat pada pembatalan akta tersebut dan merugikan 
pihak-pihak yang terlibat dalam akta itu. 

Akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan ini bisa kehilangan statusnya sebagai 
akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa akta otentik hanya dapat dibuat 
oleh pejabat yang berwenang dan di tempat yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, 

jika akta dibuat di luar wilayah kewenangan notaris, akta tersebut dapat dianggap batal 
demi hukum dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu dalam proses hukum. 
Ini menciptakan ketidakpastian hukum yang besar, karena pihak-pihak yang 

mengandalkan akta tersebut untuk transaksi atau sengketa hukum bisa menghadapi 
konsekuensi hukum yang merugikan. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk selalu 

mematuhi ketentuan mengenai wilayah kerja, agar tidak melampaui kewenangannya dan 
untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. 

Dalam konteks ini, pembatasan wilayah kerja notaris yang hanya mencakup satu 
provinsi tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi kebebasan notaris, tetapi 
untuk menjaga agar setiap tindakan hukum yang dilakukan tetap dapat diawasi oleh 

Majelis Pengawas Notaris dan lembaga terkait lainnya. Pengawasan ini merupakan bagian 
dari kontrol negara terhadap pelaksanaan jabatan public (H. S. Sajipto Rahardjo, 2009). 

Dalam praktik kenotariatan, kewenangan notaris dibatasi oleh wilayah teritorial 
yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 
Pasal 18 ayat (1) UUJN secara eksplisit menyebutkan bahwa notaris memiliki wilayah 
jabatan yang meliputi satu provinsi, yang memberikan batasan jelas terhadap ruang 

lingkup kewenangan mereka dalam menjalankan tugas-tugas kenotariatan. Hal ini 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap notaris hanya menjalankan kewenangan 
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yang diamanahkan dalam lingkup wilayah teritorial yang telah ditetapkan. Namun, 
meskipun ada ketentuan yang jelas dalam perundang-undangan, kenyataannya di 

lapangan banyak ditemukan praktik pembuatan akta oleh notaris yang dilakukan di luar 
wilayah kewenangannya. 

Praktik semacam ini berpotensi melanggar asas kompetensi teritorial, yang 

merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Asas ini mengatur 
bahwa setiap tindakan notaris dalam membuat akta harus berada dalam wilayah hukum 

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta di luar 
wilayah kerja yang sah tidak hanya menciptakan pelanggaran terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat mengancam status keabsahan akta yang 
dibuat. Akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan tersebut bisa kehilangan statusnya 

sebagai akta autentik, yang berarti akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang 

sah dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang 
terlibat. Ini tentunya menjadi masalah serius, karena dalam dunia kenotariatan, status 

autentik pada akta sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. 

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut mengenai 
pertanggungjawaban hukum yang harus dihadapi oleh notaris yang melakukan tindakan 

melampaui kewenangannya ini. Pertanggungjawaban hukum ini mencakup berbagai 
aspek, mulai dari sanksi administratif, yang bisa berupa teguran atau pencabutan izin 
praktik, hingga sanksi perdata, seperti pembatalan atau kerugian yang dialami oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus yang 
lebih serius, tindakan melampaui kewenangan notaris juga dapat berujung pada sanksi 

pidana, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau adanya unsur 
penipuan dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk 

selalu berhati-hati dan mematuhi batasan kewenangan yang diatur oleh hukum, agar tidak 
hanya menjaga integritas profesinya, tetapi juga untuk memastikan bahwa akta yang 
dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. 

Pelanggaran terhadap batas wilayah kerja notaris dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi 

notaris. Ketika akta yang dibuat di luar wilayah kerja notaris dipermasalahkan di 
pengadilan, akta tersebut dapat dianggap tidak sah dan hanya memiliki kekuatan hukum 

sebagai akta di bawah tangan. Hal ini berpotensi menyebabkan sengketa hukum yang 
merugikan pihak-pihak yang mengandalkan keabsahan akta tersebut dalam transaksi 
hukum mereka. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dampak hukum yang timbul 

akibat pembuatan akta di luar wilayah kerja, serta bagaimana penegakan hukum terhadap 
pelanggaran ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. 

Menganalisis masalah yang telah dijelaskan, penulis ingin melakukan sebuah kajian 

riset terkait pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah 

kerja. Fokus riset yang dilakukan adalah mengenai praktik pembuatan akta oleh notaris di 
luar wilayah kewenangannya, serta dampak hukum yang ditimbulkan. 

LANDASAN TEORI 

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama, yaitu teori kepastian hukum dan 
teori kewenangan publik, yang masing-masing berperan penting dalam menganalisis 
praktik hukum terkait jabatan notaris di Indonesia. 
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Teori kepastian hukum, menurut Jan Michiel Otto yang dikutip oleh Soeroso, 
menggarisbawahi pentingnya peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh 

masyarakat, serta penerapannya yang konsisten oleh instansi pemerintah dan hakim yang 
mandiri (Soeroso, 2011). Sudikno Mertokusumo dikutip oleh Asikin zainal juga 
menekankan bahwa kepastian hukum menjamin bahwa hukum dijalankan sesuai dengan 

perundang-undangan yang sah (Asikin zainal, 2012). Dalam konteks jabatan notaris, 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengatur wilayah kerja notaris, tetapi praktik 
pembuatan akta di luar wilayah kewenangan masih sering terjadi. Fenomena ini 

menyebabkan ketidakpastian hukum yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum 
yang seharusnya diberikan oleh notaris. 

Selanjutnya, teori kewenangan publik berfokus pada kekuasaan yang diberikan 

kepada pejabat publik untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan ini harus 
sah secara hukum dan diatur dengan jelas oleh undang-undang. Dalam hal ini, notaris 

memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang diatur dalam Undang-Undang 
Jabatan Notaris (Arifin Tumuhulawa, 2021). Kewenangan ini tidak diberikan 

sembarangan, tetapi melalui atribusi hukum yang sah, yang bertujuan memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat. Praktik pembuatan akta oleh notaris di luar 

kewenangannya, seperti yang sering terjadi di daerah dengan mobilitas ekonomi tinggi, 
dapat membatalkan keabsahan akta tersebut (Moch Andre Yolandaa, 2025). Hal ini 
menunjukkan perlunya penegasan hukum lebih lanjut untuk mengatasi pelanggaran 

terhadap kewenangan notaris. 
Kedua teori ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas mengenai 

wilayah kerja notaris, penerapan yang kurang tegas dan kurangnya pengawasan terhadap 
pelanggaran kewenangan menimbulkan masalah hukum yang merugikan masyarakat. 

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi yang 
jelas bagi notaris yang melanggar kewenangannya, guna menjaga kepastian hukum dan 
keabsahan akta yang dibuat. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ilmiah memerlukan metode yang terstruktur untuk memastikan bahwa 

setiap langkah dilakukan dengan jelas dan terarah. Metode penelitian memberikan 

pedoman yang membantu peneliti untuk tidak bekerja secara acak, tetapi mengikuti 
rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah kaidah hukum yang 
berlaku dalam sistem hukum positif, khususnya terkait dengan kewenangan notaris dalam 

pembuatan akta dan akibat hukum dari pelanggaran kewenangan teritorial (Bahder Johan 
Nasution, 2020). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang digunakan untuk mengkaji 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan akibat 

hukum dari pelanggaran kewenangan teritorial. Kedua, pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum 

terkait notaris sebagai pejabat umum, kewenangan teritorial, keautentikan akta, serta 
pertanggungjawaban hukum notaris. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan 
untuk membangun argumentasi hukum mengenai kedudukan akta yang dibuat di luar 

wilayah jabatan dan dampaknya. 
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Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis: 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, seperti KUHPerdata, KUHP, dan 
Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal 
ilmiah, dan karya tulis ahli hukum yang relevan. Sementara bahan hukum tersier berupa 

kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan konsep-konsep 
hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui seleksi dan klarifikasi untuk 

memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Setelah itu, bahan hukum dianalisis secara 
yuridis untuk menarik kesimpulan yang mendalam terkait isu hukum yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Wilayah Jabatan Notaris Dalam 

Pembuatan Akta Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 
Pengaturan kewenangan wilayah jabatan notaris di Indonesia secara yuridis diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian 
mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam 

Pasal 15 UUJN, dijelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta 
otentik hanya dalam wilayah provinsi tempat ia berkedudukan. Pembatasan kewenangan 

tersebut dirancang agar tindakan notaris tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan 
didasarkan pada wewenang yang jelas dan sah menurut hukum positif Indonesia (Doly, 
2016). Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas praktik 

kenotariatan yang dilakukan oleh seorang notaris. 
Dari perspektif teori kepastian hukum, Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa 

kepastian hukum mensyaratkan adanya peraturan yang jelas, konsisten, dapat diakses, 
serta diterapkan secara konsisten oleh pejabat publik. Ketentuan UUJN yang mengatur 

batas wilayah kerja notaris memenuhi kriteria norma hukum yang jelas secara tekstual. 
Dalam hal ini, kejelasan wilayah jabatan notaris memberikan pedoman yang tidak hanya 
jelas, tetapi juga memudahkan publik dalam memahami cakupan kewenangan seorang 

notaris. 
Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum harus menjamin 

bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh otoritas yang 
berwenang. Dalam konteks kenotariatan, norma ini bertujuan memberikan perlindungan 

hukum kepada para pihak yang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta yang 
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan 
mengenai kewenangan wilayah kerja notaris memiliki peran penting dalam memastikan 

bahwa semua akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan 
diakui. 

Selain itu, pembatasan kewenangan territorial notaris juga penting untuk mencegah 

adanya praktik pembuatan akta di luar wilayah yang dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Melati Purnama Sari (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 
pembuatan akta di luar wilayah jabatan notaris dapat menyebabkan akta tersebut 
kehilangan sifat otentik dan hanya memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah 

tangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketentuan wilayah jabatan dalam 
memastikan keautentikan dan keberlakuan hukum dari akta yang dibuat oleh seorang 

notaris. 
Penting untuk dipahami bahwa teori Otto yang menegaskan bahwa institusi hukum 

harus memberlakukan aturan yang dapat diterapkan secara konsisten, agar masyarakat 
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dapat memperkirakan akibat hukumnya. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan territorial 
notaris menggambarkan kegagalan aturan tersebut dalam menciptakan kepastian hukum 

yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Penegakan norma yang konsisten sangat 
diperlukan agar masyarakat bisa memperoleh kepastian dalam setiap tindakan hukum 
yang mereka lakukan, terutama dalam pembuatan akta oleh notaris. 

Meskipun demikian, beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pembatasan 
kewenangan wilayah notaris bukan dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup 

praktik profesi, tetapi untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan tetap memenuhi 
syarat keautentikan sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata. Hal ini mengikat para pejabat 

publik yang membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang 
berkepentingan (Ali Arben & Utama, 2024). Akan tetapi, di lapangan masih ditemukan 

praktik pembuatan akta di luar wilayah jabatan yang ditentukan, terutama di wilayah 

dengan mobilitas ekonomi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa norma kewenangan 
wilayah notaris belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik, yang 

berpotensi menimbulkan konflik hukum dan mengancam prinsip kepastian hukum (Sendy 
Melinda & Djajaputra, 2021). 

Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa kepastian hukum terkait dengan 
kejelasan dalam pelaksanaan aturan oleh aparat penegak hukum dan pejabat publik. 

Ketidakjelasan atau lemahnya pengawasan terhadap kewenangan wilayah dalam praktik 
kenotariatan dapat melemahkan efektivitas aturan kewenangan yang sudah diatur dalam 
UUJN serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan 

konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan wilayah jabatan 
notaris dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Implikasi dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Otto dan 
Mertokusumo adalah bahwa setiap aturan hukum harus dapat diinternalisasi oleh 

masyarakat hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, norma kewenangan 
wilayah notaris harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat dan dilengkapi 
dengan sanksi administratif yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

praktik yang mencederai kepastian hukum dan merusak integritas profesi notaris. 
Pengaturan kewenangan wilayah jabatan notaris yang diatur dalam UUJN 

merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk 
menciptakan kepastian hukum. Namun, efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik 

masih perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas 
agar dapat berfungsi sebagai pedoman yang konsisten bagi pejabat yang berwenang dan 
semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kepastian hukum yang terkait 

dengan kewenangan wilayah notaris akan dapat tercipta dengan baik dan memberikan 
perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat. 

 

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Di Luar Wilayah 

Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum 
Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk 

membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem 
hukum Indonesia. Kewenangan ini merupakan bentuk atribusi resmi yang diberikan oleh 

legislator dan wajib dipatuhi oleh notaris sebagai pejabat publik agar tindakan hukum yang 
dihasilkan memiliki legalitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang 
menggunakan jasa kenotariatan (F. Maulida, 2025). Sebagai pejabat publik, notaris 
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memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen 
hukum yang dibuatnya, yang menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. 

Dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki oleh notaris dibatasi oleh aturan 
normatif, terutama mengenai wilayah jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang 
Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan dalam UUJN ini menggarisbawahi bahwa akta yang 

dibuat oleh notaris hanya dianggap sah apabila dilakukan dalam wilayah jabatan yang 
telah ditetapkan secara yuridis, yakni provinsi tempat notaris tersebut berkedudukan dan 

memperoleh izin praktik. Pembatasan wilayah jabatan ini bertujuan untuk menghindari 
adanya tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum, yang dapat 

mengarah pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. 
Pembuatan akta di luar wilayah jabatan yang telah ditetapkan dapat dianggap 

sebagai tindakan yang melampaui kewenangan resmi atau ultra vires, yang berpotensi 

menimbulkan konsekuensi hukum. Akta yang dibuat di luar kewenangan tersebut 
cenderung kehilangan sifat otentiknya serta kekuatan pembuktian yang melekat pada akta 

notaris. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai alat bukti yang sah di 
pengadilan, sehingga merugikan pihak-pihak yang mengandalkan akta tersebut sebagai 

dasar untuk tindakan hukum (Wahyu M.P. Sari, 2025). Hal ini sangat berbahaya karena 
dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak reputasi profesi notaris yang 

diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai. 
Secara normatif, pertanggungjawaban hukum notaris atas pembuatan akta di luar 

wilayah jabatan dapat ditinjau dari beberapa dimensi. Pertama, terdapat tanggung jawab 

perdata, di mana notaris bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang timbul 
akibat pembuatan akta yang tidak sah. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian materiil 

maupun immateriil, dan sebagai akibatnya, notaris dapat diminta untuk memberikan ganti 
rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan 

kewenangan (misuse of authority) yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

notaris sebagai pejabat publik (Sendy Melinda & Gunawan Djajaputra, 2021). 
Kedua, pertanggungjawaban administratif juga menjadi aspek yang penting dalam 

pengawasan terhadap kewenangan wilayah jabatan notaris. Sebagai pejabat publik, notaris 
dapat dikenakan sanksi administratif oleh Dewan Pengawas atau instansi terkait apabila 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan. Sanksi administratif 
tersebut dapat beragam, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sementara, hingga 

pencabutan izin praktik, yang tentunya berpotensi merusak integritas profesi notaris dan 
menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan (Sendy Melinda & 
Gunawan Djajaputra, 2021). 

Ketiga, selain pertanggungjawaban perdata dan administratif, notaris juga dapat 
menghadapi pertanggungjawaban kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kewenangan 

publik yang bersentuhan dengan norma kode etik profesi dapat memicu proses etik di 

organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Proses ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya abuse of power dan menjaga integritas jabatan notaris sebagai profesi 

yang memiliki peran vital dalam sistem hukum Indonesia (J Kesuma, 2020). Hal ini 

menegaskan bahwa profesi notaris tidak hanya berfungsi sebagai perantara administrasi 
dokumen, tetapi juga harus berpegang pada nilai-nilai etika yang tinggi untuk memastikan 
bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. 

Dari perspektif kepastian hukum, bentuk pertanggungjawaban tersebut menjadi 
instrumen kontrol yang penting terhadap pejabat publik untuk memastikan bahwa setiap 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan amanat hukum normatif. Tindakan yang melebihi 
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kewenangan publik, seperti pembuatan akta di luar wilayah jabatan, akan mengakibatkan 
tindakan tersebut batal demi hukum (void ab initio) dan tidak dapat dipertahankan sebagai 

alat bukti yang sah di pengadilan (Ananda P. Utami, 2022). Hal ini menegaskan 
pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan wilayah jabatan notaris dalam menjaga 

keabsahan dan kekuatan hukum dari setiap akta yang dibuat. 
Lebih lanjut, tanggung jawab hukum ini menegaskan posisi notaris bukan hanya 

sebagai perantara administrasi dokumen, tetapi sebagai pejabat publik yang wajib 

mematuhi asas legalitas dalam setiap tindakannya. Ketika kewenangan tersebut 
dilampaui, tindakan notaris bertentangan dengan legaliteitsbeginsel, yaitu prinsip 

fundamental dalam teori kewenangan publik yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan 
pejabat publik yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang sah (F. Maulida, 2025). 

Prinsip ini mendasari bahwa setiap langkah yang diambil oleh notaris harus memiliki 

landasan hukum yang jelas agar tetap sah dan berlaku di hadapan hukum. 
Model pertanggungjawaban yang komprehensif ini juga bertujuan untuk menjamin 

hak-hak para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris untuk memperoleh 
kepastian hukum. Ketidakpatuhan terhadap kewenangan wilayah oleh notaris dapat 

menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi klien, sehingga mekanisme 
pertanggungjawaban hukum menjadi sarana untuk memulihkan dan mengoreksi kerugian 

yang terjadi (Sendy Melinda & Gunawan Djajaputra, 2021). Dengan demikian, 
pengaturan pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang melampaui kewenangan 
wilayah menjadi sangat penting untuk mempertahankan stabilitas hukum dalam praktik 

kenotariatan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris dalam memberikan 
akta yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian tinggi di hadapan hukum. 

KESIMPULAN 
Pengaturan kewenangan wilayah jabatan notaris yang diatur dalam UUJN bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa notaris bertindak dalam 

batas wilayah yang sah. Hal ini penting agar akta yang dibuat memiliki keautentikan dan 
kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan. Pembatasan wilayah jabatan ini juga 

mencegah praktik arbitrer atau tindakan yang tidak berdasarkan kewenangan yang sah. 
Meskipun demikian, kenyataannya masih ada praktik pembuatan akta di luar wilayah 
jabatan yang dapat mengancam kepastian hukum dan menurunkan kredibilitas profesi 

notaris. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang efektif sangat 
diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, serta untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka. 
 

Notaris yang membuat akta di luar kewenangan wilayah jabatan akan menghadapi 
pertanggungjawaban hukum yang mencakup tanggung jawab perdata, administratif, dan 
kode etik profesi. Tindakan yang melampaui kewenangan ini dapat menyebabkan akta 

kehilangan sifat otentik dan batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang 
sah di pengadilan. Pertanggungjawaban hukum ini bertujuan untuk menjaga integritas 

profesi notaris dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangat penting demi kepastian hukum bagi para 

pihak yang menggunakan jasa notaris, agar hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 

Pengaturan dan pertanggungjawaban hukum mengenai kewenangan wilayah 

jabatan notaris harus diimplementasikan dengan tegas dan konsisten. Meskipun terdapat 



 

 

 

 
Silvyana et al  

 

 
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 5, No. 3, March 2026 |   2495 

 

pembatasan, penting untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap berjalan dengan 
integritas dan transparansi yang tinggi. Pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang 

tegas, dan pendidikan berkelanjutan kepada notaris tentang pentingnya mengikuti 
kewenangan wilayah kerja mereka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 
legalitas akta yang dibuat dan menjaga kepastian hukum di Indonesia. 
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